
 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

( Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 3                                    Tahun : 2018  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NOMOR  3 TAHUN  2018 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23                                                                                         
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu ditetapkan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017; 



  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 

 

: 1. 

 

2. 

Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Pasal 18 ayat (6);  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 
44); 

                                                                                3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 



  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang  
nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 



  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 2011; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5164); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

  16. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 Tahun 2013 Tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 

 

 

 

 



17. Peraturan Manteri Dalam Negeri  Nomor 
11 Tahun 2017 Tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pertanggungjawaban Palaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6)  

  19. Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 
Nomor 9); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 
Nomor 11); 

 

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan 
Keuangan yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional 

e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 terdiri dari : 

a. Pendapatan  Rp   1.847.105.418.583,10 



b. Belanja    Rp   1.860.225.638.293,01 

Surplus / (defisit)            Rp     (13.120.219.709,91) 

 c.    Pembiayaan 

- Penerimaan  Rp      201.053.321.175,99 

- Pengeluaran  Rp        19.514.934.185,00 

Pembiayaan Netto  Rp     181.538.386.990,99 

SiLPA  Tahun Berjalan  Rp     168.418.167.281,08 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi  anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagai  berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah           
Rp (6.137.037.658,41)dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan 

  Rp  1.853.242.456.241,51 

b. Realisasi  Rp  1.847.105.418.583,10 

    Selisih lebih / (kurang) Rp      (6.137.037.658,41)  

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  

( Rp 174.555.113.196,49) dengan rincian sebagai 
berikut : 

a.  Anggaran belanja setelah perubahan 

   Rp  2.034.780.751.489,50 

b. Realisasi  Rp  1.860.225.638.293,01 

       Selisih lebih / (kurang)  Rp (   174.555.113.196,49) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit 
sejumlah Rp 168.418.075.538,08 dengan rincian 
sebagai berikut : 

a. Surplus/defisit setelah perubahan  

    (Rp    181.538.295.247,99) 



b. Realisasi  (Rp               13.120.219.709,91) 

 Selisih lebih / (kurang) Rp   168.418.075.538,08 

(4) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  penerimaan 
pembiayaan sejumlah Rp 91.743,00 dengan rincian 
sebagai berikut : 

a.   Anggaran Penerimaan pembiayaan           

   setelah perubahan  Rp   201.053.229.432,99 

b. Realisasi              Rp   201.053.321.175,99 

Selisih lebih / (kurang) Rp                  91.743,00 

(5) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pengeluaran 
pembiayaan sejumlah (0,00) dengan rincian sebagai 
berikut : 

a.  Anggaran Pengeluaran pembiayaan  

      setelah perubahan    Rp     19.514.934.185,00 

b.  Realisasi   Rp     19.514.934.185,00 

 Selisih lebih / (kurang)       Rp                           0,00  

(6) Selisih   anggaran   dengan   realisasi   pembiayaan  
neto  sejumlah Rp 91.743,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto  

setelah perubahan  Rp   181.538.295.247,99 

b. Realisasi   Rp   181.538.386.990,99 

 Selisih lebih / (kurang) Rp                   91.743,00 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 
Anggaran 2017 sebagai berikut : 

a.  Saldo Anggaran Lebih Awal     Rp 201.053.229.432,99 

b.  Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 



     Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 201.053.229.432,99 

c. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran 

   Rp 168.418.167.281,08 

d.  Koreksi Kesalahan Pembukuan   Rp                         0,00 

      Tahun Sebelumnya 

e.  Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp  168.418.167.281,08 

      Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c 
per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :  

a. Jumlah aset  Rp 2.414.131.165.857,68 

b. Jumlah kewajiban Rp      11.906.547.619,42 

c. Jumlah Ekuitas  Rp 2.402.224.618.238,36 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai 
berikut :  

a.   Pendapatan –LO  Rp 1.956.369.833.052,15 

b.   Beban- LO   Rp 1.712.737.838.862,25 

      Surplus/Defisit  dari Operasional 

Rp   243.631.994.189,90 

c.  Surplus Penjualan Aset Non Lancar 

Rp       1.135.817.000,00  

d. Defisit Penjualan Aset Non Lancar 

Rp     (2.786.470.483,88) 

      Surplus/Defisit dari Non Operasional 

Rp      (1.650.653.483,88) 

     Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 

Rp    241.981.340.706,02 



e.   Pendapatan Luar Biasa    Rp                            0,00 

f.   Beban Luar Biasa     Rp                       0,00 

  Jumlah Pos Luar Biasa   Rp                        0,00 

 Surplus/Defisit LO    Rp   241.981.340.706,02 

Pasal 7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember tahun 2016 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017  

Rp 201.137.080.407,99 

b. Arus kas dari aktivitas Operasi 

Rp  381.698.229.706,72 

c. Arus kas dari aktivitas Investasi 

(Rp 413.822.335.914,63) 

d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan 

(Rp    1.014.842.442,00) 

e. Arus kas dari aktivitas Transitoris 

Rp    1.206.899.969,00 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017 

Rp 169.205.031.727,08 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal   Rp2.147.956.087.934,16 

b. Surplus/Defisit- LO  Rp   241.981.340.706,02 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 

   Kesalahan Mendasar  Rp     12.287.189.598,08 



d. Jumlah Ekuitas Akhir  Rp2.402.224.618.238,26 

Pasal 9 

Catatan  atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat 
informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 
laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 
(1) tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. 

 

Lampiran 

Lampiran 

I 

I.1 

 

: 

: 

 

Laporan Realisasi Anggaran; 

Ringkasan  Laporan Realisasi 
Anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah dan organisasi; 

 

 
 
 
 
b. 
 
c. 
d. 
e. 

Lampiran 
 
 
 
Lampiran 
  
 
 
Lampiran 
  
 
 
 
 
Lampiran  
 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 

I.2 
 
 

 
I.3 

 
 

 
I.4 

 
 
 
 

 
II 
 

III 
IV 
V 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
:
: 
:

Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran 
belanja daerah menurut urusan 
pemerintahan  daerah, organisasi, 
program, dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisai anggaran 
belanja daerah untuk keselarasan 
dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 



f. 
g. 
h. 
i. 
 
j. 
 
 k. 
 
l. 
 
 
m. 
n. 
 
o. 
p. 
q. 
r. 
s. 
 
 
 
t. 

Lampiran       
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran  
 
Lampiran 
 
Lampiran 
 
Lampiran 
 
 
Lampiran 
Lampiran 
 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 
 
 
 
Lampiran 

VI 
VII 

VIII 
IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 
 

XIII 
XIV 

 
XV 
XVI

XVII 
XVIII 
XIX 
 
 
 
XX 

: 
: 
: 
: 
 
:  
 
: 
 
:  
 
 
: 
: 
 
: 
:
:
: 
: 
 
 
 
: 

Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan 
Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir 
dan Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (investasi) 
Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi 
Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi 
Dalam Pengerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
berikutnya; 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah; 

Pasal 11 

Lampiran  Ikhtisar Laporan  Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 

 

 



Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan  Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. 

 Ditetapkan  di  Wonosari 
pada tanggal   27 Agustus 2018      

 BUPATI GUNUNGKIDUL, 
ttd 

BADINGAH 

Diundangkan di Wonosari 
pada tanggal   27 Agustus 2018 

    SEKRETARIS  DAERAH 
  KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

         ttd 

            DRAJAD RUSWANDONO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 
2018 NOMOR           

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (  3.44  /2018) 
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